
 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 903/MENKES/PER/V/2011 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN 

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan 
kesehatan, khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan 
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);  

b. bahwa agar penyelenggaraan Program Jamkesmas dapat berjalan dengan 
efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan; 

c. bahwa Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
686/Menkes/SK/VI/2010 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 
lapangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5167); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

15.  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2014; 

16.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/ SK/I/2011 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 
MASYARAKAT. 

 
Pasal 1 

Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk 
memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan pihak terkait penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas) dalam rangka: 
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a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh 
jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas. 

b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak 
berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. 

c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 
 

Pasal 2 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 mengacu pada prinsip-prinsip:  
a. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat miskin; 
b. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective 

dan rasional; 
c. pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas; dan 
d. efisien, transparan dan akuntabel. 
 

Pasal 3 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 4 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 5 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Mei 2011  
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 09 Juni 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
PATRIALIS AKBAR 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 336 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

